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Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah 
Analisis Deskriptif 
Government Accounting Standard in Acrual Bases Implementation : A 
Descriptive Analyzes Study 
 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam 
menerapkan standar akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 yang 
diindikasikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan Sistem 
Informasi di SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pelaksanaan survei 
lapangan untuk metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam metode survei pada penelitian ini adalah kuesioner. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari 
Kualitas Sumber Daya Manusia adalah dalam kategori siap dan untuk 
Ketersediaan Sistem Informasi adalah dalam kategori siap. Hal tersebut 
didukung dengan adanya persiapan bimbingan teknis yang telah dilakukan 
terhadap pegawai SKPD, ketersediaan SIMDA serta adanya peraturan bupati 
yang dikeluarkan.  
 
Kata kunci: kesiapan, sumber daya manusia, sistem informasi. 
 
The research aims to analyze local government readiness in implementing 
government accounting standard (Government Regulation No. 71 Year of 2010) 
of which indicated with Human Resources Quality and Information Systems 
availability in Sidenreng Rappang SKPD. Research method used in this research 
is descriptive method that used field survey conduction for data collecting 
method. Data collecting method used in this research survey method conducted 
by questionnaire distribution. The result shows that Sidenreng Rappang Regency 
SKPD in which looked from Human Resources Quality view is stated as Ready 
category and Information Systems availability is also stated in Ready category. 
These results are supported by availability of technical guidance preparation  
wherein has been applied through SKPD employees, and availability of SIMDA 
and outstanded Regent regulation.    
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1.1 Latar Belakang 
Metamorfosis pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami 
perkembangan sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Sejak otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia pasca diterbitkannya UU No. 
22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, beberapa 
peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan terkait dengan pengelolaan 
keuangan pemerintah, terutama dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah 
kedua undang-undang otonomi daerah tersebut dikudeta dengan UU No. 
32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33/2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, 
regulasi mengenai akuntansi semakin banyak diterbitkan, baik oleh pemerintah 
pusat maupun lembaga lain, seperti Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
(KSAP) yang menyusun standar akuntansi pemerintahan.  
Pada dasarnya pengelolaan keuangan tersebut mencakup perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan (administrasi), akuntansi dan 
pelaporan, dan pengawasan. Jika dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban 
dan akuntabilitasnya, maka institusi yang berwenang membuat regulasi untuk 
bidang-bidang tersebut berbeda akan berhubungan sangat erat dengan disiplin 
akuntansi. Fungsi akuntansi sebagai tools untuk menyediakan informasi 
keuangan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan anggaran dan 
realisasinya, akan bersinggungan dengan perencanaan (UU No. 25/2004 tentang 





tentang perbendaharaan negara), pelaporan dan pertanggungjawaban (UU No. 
17/2003 tentang keuangan negara), dan pemeriksaan (UU No. 15/2004 tentang 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU No. 
15/2006 tentang badan pemeriksa keuangan). 
Dalam ruang lingkup Pemerintah Pusat, pelaporan keuangan 
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, 
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menteri 
Keuangan menerima Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan layanan 
umum pada kementerian/lembaga negara, yang kemudian dikonsolidasi menjadi 
laporan keuangan Pemerintah Pusat. Menteri Keuangan yang mempunyai 
wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara 
bertanggung jawab penuh menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan 
negara dan badan lainnya. 
Khusus untuk pemerintah daerah, UU No. 17/2003 tentang keuangan 
negara, UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negara, PP No. 24/2005 
tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan PP No. 58/2005 tentang 
pengelolaan keuangan daerah menyatakan laporan keuangan pemerintah 
daerah terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan 
perusahaan daerah. 
Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai 
dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-





Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari 
pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practices.  
Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan 
pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi 
pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan 
pemerintah di Indonesia.  
Sebagai daerah otonom, SKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng 
Rappang dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang 
ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat. Manajemen 
keuangan di daerah harus dikelola secara ekonomi, efesien dan efektif, 
transparan, dan akuntabel. Perpaduan pengawasan terhadap pertanggungjawab 
pemerintah daerah yaitu antara masyarakat daerah dan pemerintah pusatlah 
yang melahirkan sistem pengawasan yang baik, benar dan bermutu (Halim, 
2007:9)  
Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang 
telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip 
yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang 
dihasilkan SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD untuk 
kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. 
Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau 
disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia 





menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang efektif dan efesien. 
Mengenai tata cara pelaporan keungan pemerintah daerah, pemerintah 
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada 
masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. SAP mulai diberlakukan 
untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 
Tahun anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahan 
menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (cash basis toward accrual), 
artinya menggunakan basis kas unutk pengakuan pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran serta basis akrual untuk 
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 
Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai “ketentuan mengenai 
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang 
ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan 
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, 
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas” mengharuskan untuk 
menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual ssecara penuh dalam penyusunan 
laporan keuangan.  
Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penerapan akuntansi berbasis 
akrual ini, selanjutnya Komite Standar Akuntansi Publik (KSAP) bertanggung 
jawab di dalam memersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 





tantangan bagi pemerintah di Sulawesi Selatan termasuk Pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di 
Sulawesi Selatan untuk mengaplikasikannya apalagi dalam praktiknya 
pengelolaan keuangan yang digunakan sejak dahulu adalah single entry. SAP 
mengisyaratkan pencatatan double entry yang jelas jauh berbeda dengan single 
entry. Selain itu SAP secara bertahap akan berubah dari cash toward accrual 
(PP 24 tahun 2005) ke full accrual (PP 71 tahun 2010). 
Suksesnya penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di sektor publik tentu akan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kualitas sumber daya 
manusia dan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah 
daerah. Apabila dalam sebuah instansi pemerintahan memiliki kualitas sumber 
daya manusia yang handal serta didukung oleh teknologi informasi itu mampu 
menjadi modal awal dalam menunjang penerapan PP No. 71 Tahun 2010. 
Menurut Hasibuan (2003:3), sumber daya manusia adalah semua 
manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan 
terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Jika dilihat dari sebuah instansi 
pemerintahan, pegawai SKPD merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berperan penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Tentunya, aparatur 
pemerintahan seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup khususnya 
terkait dengan PP No. 71 sehingga implementasi aturan tersebut dapat berjalan 
sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, penelitian yang 
pernah dilakukan oleh Hetti Herlina (2013) menemukan bukti empirik bahwa 
Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan 
penerapan PP No. 71 Tahun 2010. 
 Selain sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sebagai 





sistem informasi. Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih 
komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Mukhtar 2002 : 2). 
Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah computer based system, 
yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data dan prosedur untuk 
menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Suatu sistem yang beroperasi 
dengan baik akan menjadi penunjang dalam sebuah instansi beroperasi dengan 
efektif dan efesien. Teknologi informasi akan di minta untuk memfasilitasi dan 
mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik  Kusuma (2013). Di 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Hetti herline (2013)  menunjukkan bukti 
empirik bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP 
No. 71 Tahun 2010. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adventana 
(2013) yang mengatakan sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.    
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 
sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi 
pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) dalam hal ini SKPD Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Penelitian ini merujuk kepada beberapa penelitian, 
diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ririz Setiawati (2013), Hetti Herlina 
(2013).  
Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari peneilitian Ririz 
Setiawati (2013) yang meneliti analisis kesiapan pemerintah daerah dalam 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Ririz Setiawati 
(2013) menemukan bukti empirik bahwa Sumber daya manusia dan Sistem 
informasi cukup siap dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Selain itu, 
penelitian ini juga mengemukakan bahwa SDM dan teknologi informasi 





Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ririz (2013) adalah dari segi 
responden penelitian. Penelitian ini mengambil responden di SKPD Kabupaten 
Sidenreng Rappang.  
 
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian 
sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
kesiapan Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari segi  
Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Ketersediaan Sistem informasi dalam 
menerapkan  standar akuntansi pemerintahan PP No.71 Tahun 2010? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesiapan SKPD 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menerapkan standar akuntansi 
pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis 
maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. 
 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
Dalam aspek teoritis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 
serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi 
pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca terkait 





2. Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 
No. 71 Tahun 2010). 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Dalam aspek praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Manfaat praktis penelitian ini sebagai sumber informasi dan diharapkan 
dapat memberikan masukan terhadap pemerintah yang akan 
menggunakan SAP berbasis akrual.  
2. Bagi SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam memersiapkan 
perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini akan meneliti Kesiapan Pemerintah Daerah dalam 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010. 
Penelitian ini hanya mengambil objek pada kantor SKPD Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 







BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas 
mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam 
penelitian serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan 
dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai rancangan 
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, instrument penelitian, dan metode 
analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, data-data yang 
berhubungan dengan variabel penelitian. Pengujian data dimasukkan dalam 
persamaan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS for windows 
dan pendeskripsian hasil kuesioner. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, 
dan saran dari hasil penelitian ini bagi SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, 








2.1 Teori Kognitif 
Perubahan lingkungan lama menjadi baru, sudah barang tentu 
berpengaruh pada manusianya. Seseorang dalam hal ini akan menerima 
informasi baru tentang perubahan perubahan lingkungannya, sehingga ia harus 
memikirkan penyesuaian dirinya. Oleh karenanya, ia akan melakukan evaluasi 
tentang lingkungan baru tersebut. Dia akan merasa senang atau susah dengan 
adanya perubahan lingkungan baru tersebut. 
Informasi mengenai perubahan lingkungan akan diolah pada diri manusia 
ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Pembangunan lingkungan baru akan 
berakibat pada perubahan peta kognitif yang dimiliki seseorang. Seseorang yang 
sudah terbentuk peta kognitifnya pada lingkungan lama, maka perubahan 
lingkungan tersebut akan membuat peta kognitifnya tidak jelas. Sebagai akibat 
dari perubahan lingkungan akan memberikan ketidaknyamanan dan dirinya 
merasa kurang senang.  
 Perubahan lingkungan yang kurang disosialisasikan bisa dapat 
menimbulkan berbagai permasalahan pada kelompok atau individu yang 
berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena 
pola tingkah laku setiap harinya sudah terbentuk dengan lingkungan yang ada, 
sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Akibatnya, orang-orang akan 
merasa berat beradaptasi terhadap rancangan perubahan yang akan terjadi. 
 Individu atau kelompok juga selalu mempertimbangkan dampak dari 





menerimanya. Sebaliknya, jika tidak sesuai yang mereka harapkan akan mimicu 
munculnya penentangan. Pertimbangan akan pengaruh positif atau negatif inilah 
yang nantinya mempengaruhi individu atau masyarakat untuk mendukung 
perubahan atau tidak. 
 Faktor lain yang memengaruhi dukungan individu atau masyarakat 
terhadap perubahan adalah pengetahuan mereka terhadap perubahan tersebut. 
Kurangnya pengetahuan terhadap perubahan yang akan terjadi akan membuat 
orang merasa kurang kendali atas perubahan yang terjadi. Pengetahuan tentang 
perubahan akan memberikan gambaran kepada orang-orang sejauh mana 
mereka bisa mengendalikan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, faktor 
partisipatif  dalam perencanaan akan sangat berpengaruh. Jika masyarakat 
dilibatkan dalam perencanaan, turut dilibatkan dalam merancang perubahan, 
meraka akan merasa memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan perubahan 
tersebut karena munculnya rasa kepemilikan terhadap rancangan perubahan 
tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, kognisi 
masyarakat tentang lingkungannya cenderung masih tetap seperti belum ada 
perubahan, sehingga mereka tetap bertingkah laku seperti biasanya.  
Pendekatan kognitif menarik minat peneliti karena dengan adanya 
perubahan yang dulunya menggunakan cash basic menuju full accrual secara 
langsung akan berdampak pada aparatur pemerintah daerah selaku objek dalam 
pemberlakuan aturan tersebut. Olehnya itu, diperlukan penyesuaian dan 
persiapan yang maksimal dari segi kualitas sumber daya manusia. Selain itu, 
ketersediaan sistem informasi yang mampu mendukung keberhasilan dalam 







2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP 
yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. 
Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
wajib untuk menerapkan SAP. 
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi 
pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. 
Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah 
pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 
(www.wikiapbn.com).  
Seperti dalam organisasi profit, para pengambil keputusan dalam 
organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi 
yang dijalankannya. Selain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, 
informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan 





di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat 
luas. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal 
ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas. 
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan 
kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-
dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas 
pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi 
keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 
pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. 
 
2.2.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
 Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya 
standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat 
memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada 
stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas 
dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, 
dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan 
pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang 
akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan 
yang dihasilkan juga dapat memertanggungjawabkan pengelolaan dan 






2.3 Akuntansi Berbasis Kas dan Berbasis Akrual 
2.3.1 Akuntansi Berbasis Kas   
Basis kas merupakan pencatatan transaksi ekonomi hanya apabila 
transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas Halim dan Syam (2011:54). 
Sedangkan menurut Bastian (2009:121) basis kas adalah mengakui dan 
mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus 
pengukurannya pada saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang 
diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas meliputi saldo 
kas dan pengeluaran kas. Lebih lanjut Bastian menjelaskan karakteristik dari 
basis kas antara lain sebagai berikut. 
1) Mengukur aliran sumber kas 
2) Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan 
3) Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja (Spending Limit) dan 
pada peraturan lain 
4) Menghasilkan Laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan 
keputusan  
 
2.3.2 Akuntansi Berbasis Akrual 
Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian 
keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan Bastian (2009:123). Khan 
dan Mayes (2009:3) mengartikan akuntansi akrual sebagai metodologi dalam 
akuntansi dimana transaksi diakui berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada 
saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini, maka pendapatan akan 
diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban akan diakui sebagai 






2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Basis Akrual  
 Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas Mardiasmo 
(2002). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapar menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk 
pengambilan keputusan eknomi, sosial dan politik. Menurut Bastian (2006:118-
119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa 
penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan 
penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan 
alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, 
basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga,  
pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis 
adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan 
sebagai alat ukur modal. Di samping itu, basis akrual digunakan untuk mencatat 
revenue  ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya 
dicatat ketika utang tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan. Dari 
beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis akrual akan 
mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya uang 
tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai 
dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi. Jadi basis akrual 
akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi sesuai 
waktunya sehingga konsep periodesasi dapat terpenuhi. 
Menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis akrual 
yang dapat diidentifikasikan antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran 
transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. 
Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai 





akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya 
administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang 
sulit dikendalikan.  
 
2.4 Penerapan Standar Akuntansi Publik Basis Akrual dalam Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah 
Dengan dicetuskannya PP Nomor 71 Tahun 2010, maka sudah menjadi 
kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. 
Berdasarkan pasal 36, ayat 1 UU Nomor 17 disebutkan :  
ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual dilaksakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. selama 
pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, 
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. 
 
Namun karena pemerintah  belum sanggup merealisasikan dalam lima 
tahun pertama, yakni pada tahun 2008, maka pemerintah mengeluarkan 
kebijakan untuk perpanjangan waktu, yaitu lima tahun lagi hingga tahun 2015, 
terhitung sejak dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. 
Untuk menerapkan akrual basis, diperlukan komitmen dari pimpinan yang 
selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan ke seluruh pelaksana. Bukti 
adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut 
diekspresikan dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang 
implementasi basis akrual. Bagi IAI (2014), infrastruktur tersebut sebaiknya dapat 
menyediakan informasi berupa sebagai berikut. 
1. Informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap posisi dan 
eksistensi entitas pemerintahan. 
2. Informasi  yang  dapat  memberikan  pemahaman atas transaksi keuangan  





3. Informasi mengenai waktu terjadinya transaksi. 
4. Informasi yang dapat memberikan instrumen untuk mengukur asersi 
penilaian atas transaksi tersebut. 
Penerapan akrual basis dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu 
negara bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Asian Development 
Bank (ADB) secara khusus menyoroti masalah penerapan akrual bagi negara 
berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul “Accrual Budgeting and 
Accounting in Government and It’s Revelance for Developing Member Countries” 
memberikan tujuh rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara 
berkembang, yaitu sebagai berikut. 
1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual. Terdapat 
dua model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model big bang 
dan model bertahap. Keuntungan pendekatan big bang adalah 
mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai 
tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan. Meskipun mengandung 
kelemahan seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk 
menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang 
mungkin bisa berubah. Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap 
adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara 
penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan 
secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. 
2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting. Komitmen politik 
dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat 
esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan 
adanya kepentingan yang tidak sejalan. 





ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens 
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional 
akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. 
Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan 
basis akrual pada akuntansi pemerintah. 
5. Sistem informasi akuntansi harus memadai. Informasi akuntansi berbasis 
kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu 
negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat 
diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada 
peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum 
mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual. 
6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat. Badan audit 
memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. 
Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme 
tenaga audit. 
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi 
Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik 
akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya 
organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara 
menyeluruh. 
 
2.4.1 Pengertian Kesiapan 
Wiyono (2008) mendefinisikan kesiapan (readiness) sebagai penanda 
kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya 





Holt et al. dalam (Wiyono:2008) adalah sikap komprehensif yang memengaruhi 
secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses 
(contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan 
yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari 
mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif 
merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai 
kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan 
mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status 
quo.  
 
2.4.1.1 Kesiapan Sumber Daya Manusia  
 Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam 
pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu 
menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari segi 
kesiapan SDM terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan baik 
dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah sebagai berikut. 
1. Integritas 
Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara 
tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai 
kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. 
2. Kompetensi 
Kompetensi berarti pemilikan pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982). Kompetensi 
dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 






3. Loyalitas  
Loyalitas berarti mengikuti dengan patuh dan setia terhadap 
seseorang atau sistem/peraturan. Istilah loyalitas ini sering didefinisikan 
bahwa seseorang akan disebut loyal atau memiliki loyalitas yang tinggi jika 
mau mengikuti apa yang diperintahkan atau yang telah menjadi kesepakatan 
bersama.  
Adapun faktor-faktor yang dipengaruhi dari segi eksternal adalah sebagai 
berikut. 
1. Reward 
Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi 
tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu 
lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dalam 
organisasi ada istilah insentif, yang merupakan suatu penghargaan dalam 
bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan 
organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan 
menjadikan modal motivasi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan 
perusahaan atau organisasi. 
2. Motivasi 
Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan 
seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak. 
3. Budaya organisasi 
Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut 
oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-
organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan 





2.4.1.2 Kesiapan Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk 
mampu menerapkan SAP dengan maksimal dan sesuai dengan yang 
seharusnya maka tentu diperlukan kesiapan sistem informasi yang handal 
karena dari sistem informasi itulah tujuan organisasi dapat tercapai dengan 
efesien dan efektif. Untuk itu, sistem informasi harus betul-betul tersedia dan 
mampu dipergunakan oleh pemerintah dalam menyongsong SAP accrual. Dari 
sisi kesiapan sistem informasi terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator 
yaitu sebagai berikut. 
1. Sistem Informasi manajemen 
Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang 
merupakan bagian dari pengendalian internal suatu instansi pemerintahan 
maupun swasta meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan 
prosedur yang biasa digunakan untuk pemecahan masalah suatu instansi. 
2. Perangkat Lunak SAP 
Perangkat lunak adalah sistem yang bisa digunakan di dalam 
meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efesien. Perangkat lunak SAP 
yang tersedia hendakla implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi 
perubahan yang berulang kali. 
3. Pelatihan/pendampingan Sistem 
Pelatihan/pendampingan sistem yang dimaksud adalah sebuah 
proses,cara atau perbuatan melatih seseorang di dalam melaksanakan 





di dalam operasionalisasi sistem sehingga bisa diberlakukan dengan 
sebaiknya. 
 
2.4.2 Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual 
Secara yuridis, dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 
2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdampak 
pada berubahnya haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas 
menuju akrual menjadi akrual penuh. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan 
DPR, implementasi basis akrual ini tidak dilakukan secara instan tetapi akan 
dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015. 
Untuk mengejar target pemerintah mengimplementasikan secara penuh 
pada tahun 2015 nanti, tentu memerlukan strategi jitu. Oleh karena itu 
pelaksanaan strategi harus memenuhi  dua kriteria kondisi dasar, yaitu (1) 
necessary condition dan (2) sufficient condition. Necessary condition adalah 
kriteria mutlak yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. Setelahnya, 
pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa 
berubah menjadi kondisi yang mencukupi (sufficient condition). Necessary 
condition adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana pemeliharaan 
(www.medinamultimitra.com). Tidak hanya kedua kriteria tersebut yang harus 
terpenuhi, ada hal yang juga harus menjadi prasyarat untuk dapat 
mengimplementasikan basis akrual yang notabene adalah barang baru, yaitu 
komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala 
daerah dan DPRD serta SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam 
jumlah yang memadai, mengingat mereka adalah ujung tombak dari 
implementasi ini. Penerapan basis akrual membutuhkan pembaharuan yang 





upaya implementasi basis akrual, yaitu pendanaan yang cukup. Unsur 
pendanaan tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan 
yang bersifat pemeliharaan. 
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel 
memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan 
akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, 
lebih-lebih lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. 
Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual adalah sebagai berikut (Ibrahim dan Abdurrahman, 2013). 
1. Sistem Akuntansi dan IT Based System. 
Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat 
dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan 
pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih 
rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang 
memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang 
No. 1 tahun 2004 yang menyatakan “dalam rangka meningkatkan kinerja, 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden 
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem 
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. SPI 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut 






2. Komitmen dari pimpinan 
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 
perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan 
Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya 
komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana 
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 
3. Tersedianya SDM yang kompeten 
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan 
masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan 
oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan 
keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi 
pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi 
menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, 
pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan 
SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan 
sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya 
praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di 
samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah 
pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang 
akuntansi pemerintahan. 
4. Resistensi terhadap perubahan 
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang 





perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan 
berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual dapat berjalan dengan baik. 
 
Untuk mengubah kondisi menjadi sufficient condition dibutuhkan kebijakan 
akuntansi, prosedur dan teknologi. Pengembangan dokumen kebijakan 
akuntansi berbasis akrual dibutuhkan untuk mengakomodasi SAP. Idealnya, 
dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di daerah 
masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem dan prosedur yang 
menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan 
penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penuh. Hal lain yang tak 
kalah penting, yaitu pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi 
khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis 
akrual didalamnya agar implementasi basis akrual ini sesuai dengan harapan.  
Menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam 
rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada 
pemerintah daerah adalah sebagai berikut. 
1) Hearing-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan 
pada desember 2009  
2) Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 
hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang 
meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan 
peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur 
pengelolaan keuangan daerah. 
3) Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada 





Setelah syarat-syarat implementasi terpenuhi, pemerintah dan 
pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan 
basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi 
penerapan basis akrual di pemerintah daerah dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut. 
1. Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi 
akrual.  
2. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah 
sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual yang akan diterapkan.  
3. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh 
berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual. 
4. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya 
menciptakan benchmarking. Dengan cara ini, pemerintah dapat 
memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat 
digunakan oleh seluruh daerah.  
5. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan 
persepsi dan sosialisasi, cara ini dapat digunakan untuk menyerap input 
berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi 
basis akrual. 
Sedangkan pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini.  
1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud 
meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan 
tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan skill 






2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala 
daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.  
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi 
berbasis akrual secara penuh.  
Dengan adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan 
basis akuntansi yang baru ini serta ditunjang dengan pemahaman yang 
komprehensif mengenai kondisi mereka diharapkan pemerintah kita siap 
mempraktikkan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar, tepat guna dan 
profesional. Oleh karena itu, KSAP (2010) dalam gambar 2.1 memberikan 
sistematika atau gambaran yang jelas dalam setiap tahunnya untuk hal-hal yang 
perlu dilakukan pemerintah daerah dalam tahapan proses penerapan standar 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 
 
Sumber: KSAP (2010) 
 
 
 Gambar 2.1  





2.5 Penelitian terdahulu 
Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk 
melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan 
dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain.  
Penelitian Puspita Candra (2010), dengan judul implementasi standar 
akuntansi pemerintahan di pemerintah kabupaten klaten : faktor-faktor yang 
memengaruhi dan dampaknya terhadap good governance. Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah : (a) permasalah aset tetap, (b) kesulitan 
menerapkan akuntansi akrual, (c) implementasi di pemerintah pusat dan 
Pemerintah Daerah lainnya, (d) sumber daya manusia : pengetahuan akuntansi 
dan pengalaman personel, (e) dukungan teknologi informasi, (f) audit BPK-RI, (g) 
Sikap resistance to change, (H) dukungan pimpinan. Dengan adanya Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), administrasi pengelolaan keuangan dan 
penyusunan laporan keuangan menjadi lebih tertib. Hal ini memberikan kontribusi 
pada terciptanya tata kelola yang baik di pemerintahan termasuk di masing-
masing SKPD. Informan pada bidang layanan publik menyatakan bahwa 
pengelolaan keuangan yang baik merupakan faktor yang penting dalam 
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pengelolaan keuangan yang 
baik adalah salah satu dampak dari implementasi SAP, maka dapat disimpulkan 
bahwa implementasi SAP berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas 
layanan publik. 
Penelitian Andi Faradillah (2013), dengan judul Analisis Kesiapan 
Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Teknik pengumpulan data 





dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi 
standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari 
suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah 
yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota 
Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan 
keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan 
pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. 
Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan 
menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ririz Setiawati Kusuma (2013), dengan 
judul analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkans standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual Pemerintahan Kabupaten jember. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah  dengan melakukan Survey 
Lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey 
dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan Kesiapan Pemda Kabupaten Jember dilihat dari parameter 
integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem 
informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap. Kendala dalam 
implementasi PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara 
manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana 
secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya Bintek atau pelatihan, 
kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum 
mencukupi. 





faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan Pemda dalam implementasi PP 71 
Tahun 2010. Dari hasil penelitiannya, terdapat tiga faktor yang memengaruhi 
kesiapan pemda dalam implementasi sistem akuntansi akrual yaitu (a) informasi, 
(b) perilaku, (c) keterampilan. Dari 3 faktor yang memengaruhi kesiapan pemda 
tersebut merupakan ekstraksi dari 16 item pernyataan yang merupakan bagian 
dari 5 variabel yang memengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi sistem 
akuntansi berbasis akrual yaitu komunikasi, kompetensi SDM, struktur birokrasi, 
komitmen pimpinan dan resistensi terhadap perubahan. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Adventana (2013) dengan judul 
analisis faktor-faktor yang memengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam 
implementasi SAP berbasis SAP berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 
2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SDM, dan komitmen organisasi 
berpengaruh positif, tetapi teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh 








3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan 
maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Di satu 
sisi kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari 
perspektif pelakunya, sedang dari sisi pendeskripsian itu dilakukan dengan 
bantuan alat-alat analisis kuantitatif. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu SKPD 
Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 minggu. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
 Populasi penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 
berjumlah 30 orang. Metode yang digunakan adalah Purposive sampling yang 
mana pengambilan sampel berdasarkan pada jenis orang tertentu yang dapat 
memberikan informasi yang diinginkan entah karena mereka adalah satu-satunya 
yang memiliki atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti. Adapun 
kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang lebih 





3.4 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, 
yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data penelitian ini 
diperoleh dari survey responden (Indriantoro 2009). 
 
3.5 Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan melakukan survey lapangan. Survey dilakukan secara mendalam 
dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam metode survey pada penelitian ini adalah kuesioner 
dan wawancara yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum di dapat 
pada studi kepustakaan sedangkan kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan 
data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran 
peneliti.  
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau sesuatu yang 
menjadi titik perhatian. Variabel penelitian diukur dengan kualitas sumber daya 
manusia dan ketersediaan sistem informasi yang dijelaskan sebagai berikut.  
 
3.6.1 Kualitas Sumber Daya Manusia 
 Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua 
manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang 
berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Dari sisi SDM terdapat beberapa indikator yakni dari segi internal 









5. Motivasi  
6. Budaya organisasi 
 
3.6.2 Ketersediaan Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk 
mampu menerapkan SAP dengan maksimal dan sesuai dengan yang 
seharusnya maka tentu diperlukan sistem informasi yang handal karena dari 
sistem informasi itulah tujuan organisasi dapat tercapai dengan efesien dan 
efektif. Untuk itu, sistem informasi harus betul-betul tersedia dan mampu 
dipergunakan oleh pemerintah dalam menyongsong SAP accrual. Dari sisi 
sistem informasi terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator yaitu sebagai 
berikut. 
1. Sistem Manajemen Informasi 
2. Perangkat Lunak SAP 
3. Pelatihan Sistem / pendampingan  
 
3.7 Instrumen Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 





sampai 5, yaitu pengukuran yang memungkinkan responden untuk merangking 
seberapa kuat mereka siap atau tidak siap terhadap pernyataan-pernyataan 
tertentu. Skala ini mempunyai jarak dari sangat positif ke sangat negatif terhadap 
obyek sikap tertentu. Skala likert juga diartikan sebagai cara pengukuran dengan 
menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian 
diminta untuk memberikan jawaban. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 
mengadopsi dari penelitian kemendagri (2012) dimana skala pengukuran 
kuisioner menggunakan skala: 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = netral 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 Skala likert 1, sangat tidak setuju diindikasikan bahwa responden 
menganggap bahwa variabel SDM dan sistem informasi sangat tidak 
berhubungan terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkap PP No.71 
Tahun 2010. Skala likert 2, tidak setuju diindikasikana bahwa responden 
menganggap bahwa variabel SDM dan Sistem informasi tidak berhubungan 
terhadap kesiapan Pemerintah dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010. Skala 
likert 3, Netral diindikasikan bahwa responden menganggap bahwa variabel SDM 
dan sistem informasi cukup terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan 
PP No.71 Tahun 2010. Skala likert 4, setuju diindikasikan bahwa responden 
menganggap bahwa variabel SDM dan sistem informasi berhubungan erat 
terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010. Skala 





variabel SDM dan sistem informasi sangat erat hubungannya terhadap kesiapan 
pemerintah dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010. 
 
3.8 Analisis Data 
 Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen 
dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang 
diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas 
dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang 
diteliti. 
 
3.8.1 Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 
yang lebih luas (Sugiyono, 2010:21). 
 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
Komitmen pegukuran dan pengujian suatu kuesioner sangat bergantung 
pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian 
tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat 
keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus 







3.8.2.1 Uji Validitas 
Menurut (Efferin et al, 2008:118), uji validitas bertujuan untuk memastikan 
apakah semua data tersebut telah mengukur segala sesuatunya dengan tepat, 
dalam arti memang yang diukur adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab 
research questions. Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai 
dari Corrected Item Total Correlation lebih besar dari r-tabel pada signifikansi 
0.05 (5%). 
 
3.8.2.2 Uji Reliabilitas 
Menurut (Efferin et al, 2008:118) uji reliabilitas bertujuan untuk 
memastikan apakah data yang ada telah terukur dengan tepat dan tidak 
mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses pengukuran , 
maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung koefisien Cronbach Alpha (α) dari masing-masing instrumen dalam 
satu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan 
nilai cronbach’s alpha di atas 0,6 begitu pula sebaliknya. 
 
3.8.3 Analisis Deskriptif Kualitatif  
Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menurut 
Indriantoro dan Supomo (2002:26), merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ini 
menggunakan deskripsi analisis. Metode analisis untuk mengumpulkan, 
menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan 
lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan 
cara mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi 





data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan 
































4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang  
4.1.1 Sejarah Kabupaten  
Sidenreng Rappang terbentuk pada tahun 1344 bulan Februari tanggal 18 
atau jelasnya 18 Februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama 
Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang 
termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi 
Sidenreng Rappang. Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II 
Di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk 
menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya 
berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (tujuh) wilayah 
kecamatan yaitu sebagai berikut. 
1. Kecamatan Dua Pitue, 
2. Kecamatan Marintengngae, 
3. Kecamatan Panca Lautang, 
4. Kecamatan Tellu Limpoe, 
5. Kecamatan Watang Pulu, 
6. Kecamatan Panca Rijang, dan 
7. Kecamatan Baranti. 
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif 
pelaksanaaan pemerintahan, Ke-7 (tujuh) kecamatan tersebut dimekarkan 





Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan, maka : 
1. Kecamatan Dua Pitue dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua Pitue, 
Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa.  
2. Kecamatan Maritnengngae dimekarkan menjadi Dua Yaitu Kecamatan 
Marintengngae dan Kecamatan Sidenreng.  
3. Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi Dua yaitu Kecamatan Panca 
Rijang dan Kecamatan Kulo. 
Dari sektor lembaga perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng 
Rappang, terdiri dari berikut ini. 
1) Sekretariat daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi 
Umum.  
2) Sekretariat DPRD dan Kopri. 
3) Dinas-dinas yang terdiri dari 14 dinas yaitu Dinas Pendidikan; Dinas 
Kesehatan; Dinas Sosial dan Nakertrans; Dinas Perhubungan, Komunikasi, 
dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air; Dinas Bina Marga; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdangangan; Dinas Pertanian; 
Dinas Peternakan dan Perkebunan; Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan 
energi; Dinas Pendapatan Daerah; serta Dinas Pemuda, Olahraga, 
Kebudayaan, dan Pariwisata. 
4) Lembaga teknis yang terdiri dari 16 lembaga yaitu Badan Kesbang Linmas; 
Badan Penyuluhan dan Ketahahan Pangan; Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintah Desa; Badan Kepegawaian Daerah; Badan 





Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan; Badan 
Lingkungan Hidup; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Inspektorat 
Kabupaten; Kantor Arsip dan Perpustakaan; Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja; Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perwakilan; Rumah Sakit 
Nene’ Mallomo; serta Rumah Sakit Arifin Nu’mang. 
5) Kecamatan terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kec. MaritengnggaE, Kec. Panca 
Lautang, Kec. Panca Rijang, Kec. Tellu LimpoE, Kec. Watang Pulu, Kec. 
Watang Sidenreng, Kec. Baranti, Kec. Dua PituE, Kec. Pitu Riawa, Kec. Pitu 
Riase, dan Kec. Kulo. 
 
4.1.2 Visi dan Misi  
Visi dari Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Terwujudnya Sidenreng 
Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat relegius dengan 
pendapatan meningkat dua kali lipat.  Guna mendukung ketercapaian visi 
tersebut, maka pemerintah menghadirkan beberapa misi, seperti (a) 
meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem 
pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan, (b) mewujudkan percepatan 
pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan umkm, (c) meningaktkan dan 
mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi 
berdasarkan keimanan dan ketakwaan, (d) pengembangan infrastruktur bernilai 
tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan 
memperlancar aksesibilitas antar wilayah, (e) memantapkan iklim kehidupan 
sosial kemasyarakatan yang kondusif, (f) mewujudkan percepatan reformasi 





pengembangan kebajikan yang pro gender, pro poor, pro job, dan pro 
environment.  
 
4.2 Gambaran Umum Penelitian 
4.2.1 Deskripsi Kuantitatif 
Penelitian ini menggunakan populasi di Kabupaten Sidrap. Adapun 
sampel penelitian ini adalah instansi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
sebagai berikut. 
Tabel 4.1 Sampel Instansi Pemerintah Kabupaten Sidrap 
No Nama Instansi 
1 Badan Pengelola Keuangan Daerah 
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
3 Inspektorat Kabupaten 
4 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
5 Dinas Peternakan dan Perikanan 
6 Dinas Pendapatan Daerah 
7 Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi 
Sumber : data primer, diolah sendiri (2014) 
 
 
Penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah keseluruhan 
kuesioner (40 buah) yang telah penulis sebarkan pada masing-masing unit kerja 
di atas dan telah mendapatkan balasannya. 
Tabel 4.2 Deskripsi Proses Pengumpulan Data kuesioner 
Kuesioner yang disebar 
Kuesioner yang kembali 
Kuesioner valid/yang diolah 









Sumber : data primer, diolah sendiri (2014) 
 
 
 Tabel 4.2 menunjukkan jumlah kuesioner yang disebar dan jumlah 





kuesioner, yang kembali sebanyak 34 kuesioner atau 85%. Berdasarkan 85% 
kuesioner yang kembali semuanya dianggap memenuhi syarat. 
 
4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pegawai bagian akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka dapat diketahui 
karakteristik responden di bawah ini. 
a. Jenis Kelamin 
Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 4.3 Deskripsi Jenis Kelamin Responden 
No Jenis Kelamin Orang Persentase  (%) 
1 Pria 15 44,1 
2 Wanita 19 55,9 
 Jumlah 34 100 
Sumber : data primer, diolah sendiri (2014) 
 
 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin 
pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah 
wanita, dimana terdapat 19 orang wanita atau 55,9% dari jumlah keseluruhan 
responden. Sedangkan jenis kelamin pria terdapat 15 orang atau 44,1% dari 
jumlah keseluruhan responden.  
b. Usia  
Pengelompokan responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 4.4 Deskripsi Usia Responden 
No Umur Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 20-30 tahun 6 17,6 





Lanjutan Tabel 4.4 
No Umur Jumlah (orang) Persentase (%) 
3 >40 tahun 8 23,5 
 Jumlah 34 100% 
Sumber : data primer, diolah sendiri (2014) 
 
Tabel 4.4, menunjukkan bahwa pegawai yang berusia 20-30 tahun yang 
menjadi responden ialah 6 orang (17,6%), pegawai berusia 31-40 tahun yang 
menjadi responden sebanyak 20 orang (58,8%) dan pegawai berusia >40 tahun 
sebanyak 8 orang (23,5%). 
c. Lama bekerja  
Karakteristik pegawai yang menjadi responden dibagi menjadi tiga 
kategori antara lain <5 tahun, 5 sampai 10 tahun dan lebih dari 10 tahun. 
Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja ditunjukkan di tabel berikut 
Tabel 4.5 Deskripsi Lama Bekerja Responden 
No Frekuensi Orang Presentase (%) 
1 <5 tahun 4 11,7 
2 5-10 tahun 16 47,1 
3 >10 tahun 14 41,2 
 Jumlah 34 100% 
Sumber : data primer, diolah sendiri (2014) 
 
Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa lama bekerja 
pegawai yang menjadi responden terdapat 4 orang (11,7%) telah bekerja <5 
tahun, 16 orang (47,1%) telah bekerja 5-10 tahun dan 14 orang (41,2%) telah 
bekerja >10 tahun.  
d. Pendidikan terakhir 
Tabel 4.6 Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden 
No Pendidikan Orang Persentase (%) 





Lanjutan Tabel 4.6 
No Pendidikan Orang Persentase (%) 
2 Diploma 2 6 
3 Sarjana S-1 23 67,5 
4 Sarjana S-2 8 23,5 
 Jumlah 34 100 
Sumber : data primer, diolah sendiri (2014) 
 
 
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, ditinjau dari segi pendidikan sebanyak 1 
orang (3%) berpendidikan terakhir SMA, 2 orang (6%) berpendidikan Diploma, 23 
orang (67,5%) berpendidikan S1, dan sebanyak 8 orang (23,5%) berpendidikan 
S2.  
 
4.3 Hasil Analisis Data 
4.3.1 Uji Kualitas Data 
Sebuah instrumen penelitian yang baik adalah instrumen yang memiliki 
validitas dan reliabilitas yang baik pula. Sebelum dilakukan uji lebih lanjut dalam 
hal ini analisis statistik, maka setiap pernyataan dalam angket mutlak perlu di uji 
reliabilitas dan validitasnya karena instrumen yang valid dan reliabel merupakan 
syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 
348:2013). Instrumen penelitian dikatakan baik apabila memiliki validitas 
(keabsahan) dan reliabilitas (keandalan) yang berada di atas nilai korelasi dalam 
r tabel dan cronbach’s alpha yang perhitungannya dilakukan secara matematis. 
 
4.3.1.1 Uji Validitas Data 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu 
kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika 
pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 





mengukur seberapa nyata suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya 
diukur karena dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner 
maka pengujian validitas yang dilakukan berupa pengujian validitas isi.  
Pengujian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir 
instrumen dengan skor total dengan menggunakan corrected item-total 
correlation atau dengan melihat korelasi product moment pearson yang 
kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap 
item dengan skor total dihitung dengan metode Pearson Correlation. Suatu 
instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r hitung > r tabel pada taraf 
signifikansi 5% atau 10%. Cara menghitung rtabel adalah diperoleh dari degree of 
freedom= n-k, n adalah jumlah responden sementara k adalah jumlah variabel. 
Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan 
item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang 
ingin diungkapkan.  
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 
No Item 
Corrected Item Total 
Correlation (r hitung) 
r table Keterangan 
1 Pernyataan 1 0.672 0.3388 Valid 
2 Pernyataan 2 0.666 0.3388 Valid 
3 Pernyataan 3 0.648 0.3388 Valid 
4 Pernyataan 4 0.600 0.3388 Valid 
5 Pernyataan 5 0.628 0.3388 Valid 
6 Pernyataan 6 0.405 0.3388 Valid 
7 Pernyataan 7 0.448 0.3388 Valid 
8 Pernyataan 8 0.665 0.3388 Valid 
9 Pernyataan 9 0.686 0.3388 Valid 
10 Pernyataan 10 0.749 0.3388 Valid 
11 Pernyataan 11 0.452 0.3388 Valid 







Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Ketersediaan Sistem Informasi (X2) 
No Item 
Corrected Item Total 
Correlation (r hitung) 
r table Keterangan 
1 Pernyataan 1 0.579 0.3388 Valid 
2 Pernyataan 2 0.667 0.3388 Valid 
3 Pernyataan 3 0.686 0.3388 Valid 
4 Pernyataan 4 0.853 0.3388 Valid 
5 Pernyataan 5 0.645 0.3388 Valid 
6 Pernyataan 6 0.629 0.3388 Valid 
Sumber: Data primer, diolah sendiri (2014) 
 
 
Dari hasil pengujian pada table 4.6 dan 4.7, maka dapat diketahui bahwa 
seluruh item pernyataan dalam kuesioner untuk setiap variabel dalam penelitian 
ini telah dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari diperolehnya r hitung > rt abel pada 
masing-masing variabel dalam penelitian ini.  
 
4.3.1.2 Uji Realibilitas Data 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011:67). Pernyataan dalam 
kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach 
alpha. Koefisien cronbach alpha > 0,60 menunjukkan keandalan suatu instrumen 
(Sunyoto, 2011:68). 







Kualitas Sumber Daya 
Manusia (X1) 
34 0.827 0.6 Reliabel 
Ketersediaan Sistem 
Informasi (X2) 
34 0.760 0.6 Reliabel 







Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan yang 
tertuang pada tabel di atas, terlihat dari keseluruhan item pernyataan pada setiap 
variabel memiliki nilai koefisien cronbach’s alpha di atas 0,60 maka dapat 
disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner untuk setiap 
variabel dalam penelitian ini dinyatakan handal (reliable). 
 
4.4 Hasil Penelitian  
 Hasil penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
dalam menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan melihat indikator 
Kualitas Sumber daya Manusia dan Ketersediaan Sistem Informasi dijelaskan 
dalam tabel sebagai berikut . 
a. Kualitas Sumber Daya Manusia  
Berdasarkan hasil distribusi responden penilaian kesiapan diukur dengan 
parameter kesiapan sumber daya manusia yang diukur dengan beberapa 
indikator dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 





Tidak  Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 
1 0 0 1 15 18 
2 0 1 1 20 12 
3 0 0 5 11 18 
4 0 0 2 24 8 
5 0 1 6 20 7 
6 0 0 0 28 6 
7 0 0 0 19 15 










Tidak  Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 
9 0 1 3 19 11 
10 0 1 3 20 10 
11 0 1 3 18 2 
Total 0 5 27 216 116 
Sumber: Data primer, diolah sendiri (2014) 
 
Berdasarkan tabel diatas, penilaian kesiapan menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dari Kualitas Sumber Daya 
Manusia baik dari segi internal maupun eksternal yang diukur dengan 6 indikator. 
Dari hasil kuesioner yang disebarkan ke pegawai SKPD Kabupaten Sidenreng 
Rappang, penilaian kesiapan dari segi Kualitas Sumber Daya Manusia di dalam 
menerapkan SAP berbasis akrual ditemukan indikator integritas, kompetensi, 
reward dan punishment dan budaya organisasi memberikan hasil jawaban yang 
rata-rata diberikan oleh responden. Motivasi memperoleh hasil yang tertinggi dan 
yang terendah adalah loyalitas.  
 Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara 
tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai 
kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Di dalam ranah sektor publik 
sangat dibutuhkan integritas dari pegawai maupun pimpinan agar pelaksanaan 
SAP berbasis akrual nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi 
berarti pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh 
jabatan tertentu (Rustyah, 1982).  
Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-





teori the looking glas self dari cooley, salah satu konsep yang ditawarkan di 
dalam melakukan perubahan adalah pengetahuan akan perubahan tersebut. 
Apabila dikaitkan dengan perubahan SAP dari kas basis menuju akrual, 
seseorang yang akan melakukan perubahan harus tahu ke mana perubahan 
tersebut sehingga ia ingin melakukan perubahan.  
Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu 
yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang 
biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Meskipun terlihat 
sederhana, apresisasi dalam bentuk ucapan mampu memberikan dampak yang 
positif terhadap  kinerja pegawai ke depannya jika dilakukan dengan baik. Dalam 
organisasi ada juga istilah insentif, yang merupakan suatu penghargaan dalam 
bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan kepada 
karyawan ataupun pegawai agar mereka bekerja dengan menjadikan modal 
motivasi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut.  
Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut 
oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-
organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik 
kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Di dalam lingkungan kerja sektor 
pemerintahan, sangat diperlukan budaya organisasi yang selalu memperlihatkan 
mereka sebagai bagian dari aparatur negara yang memiliki atau kemauan 
bekerja keras, atau disiplin di dalam melakukan pekerjaan. Hal tersebut penting 
karena juga akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintahan yang 
efektif. 
  Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan 
seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi 





hasil kuesioner, ternyata motivasi memiliki nilai tertinggi.  Hal ini berarti bahwa, 
pemerintah memiliki atau membutuhkan motivasi di dalam melakukan pekerjaan 
seperti adanya dorongan dan kesempatan yang diberikan pihak atasan sehingga 
mampu menciptakan kinerja yang baik.  
 Sedangkan Menurut Schurtz dalam Mulyana (2008), motif yang 
mendasari manusia melakukan tindakan bisa juga digolongkan menjadi dua 
yakni, “motif untuk” (in-order-to motives) dan “motif karena” (because motives). 
“Motif untuk” merupakan tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, 
harapan, minat, dan sebagainya. Sedangkan motif “karena” merujuk pada 
pengalaman masa lalu aktor dan tertanam dalam pengetahuannya yang 
terendapkan, dan karena itu, berorientasikan masa lalu (misalnya “saya harus 
mempersiapkan diri untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan terbaru 
karena saya memang bekerja di bidang penganggaran). Dalam penelitian ini, 
motif jenis kedua adalah yang terbanyak dimiliki oleh responden. 
 Untuk masalah loyalitas, hal ini bisa diartikan sebagai mengikuti dengan 
patuh dan setia terhadap seseorang atau sistem/peraturan. Istilah loyalitas ini 
sering didefinisikan bahwa seseorang akan disebut loyal atau memiliki loyalitas 
yang tinggi jika mau mengikuti apa yang diperintahkan atau yang telah menjadi 
kesepakatan bersama. Indikator loyalitas dalam menilai kualitas sumber daya 
manusia di SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah yang paling rendah jika 
dibandingkan dengan indikator lainnya. Padahal, untuk menyukseskan 
penerapan penerapan akrual ini sangat diperlukan pegawai pemerintah daerah 
yang memiliki loyalitas tinggi atas pelaksanaan SAP berbasis akrual sebagai 







b. Ketersediaan Sistem Informasi  
Berdasarkan hasil distribusi responden penilaian kesiapan diukur dengan 
parameter kesiapan sistem informasi yang diukur dengan beberapa indikator 
dijelaskan pada tabel sebagai berikut. 





Tidak  Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 
1 0 0 1 26 7 
2 0 0 1 24 9 
3 0 1 5 18 10 
4 0 1 6 22 5 
5 0 0 2 24 8 
6 0 2 2 20 10 
Total 0 4 17 134 49 
Sumber: Data primer, diolah sendiri (2014) 
 
 
Berdasakan tabel di atas, penilaian kesiapan SAP berbasis akrual dari 
parameter ketersediaan sistem informasi yang diukur dengan 3 indikator. Dari 
hasil kuesioner, penilaian ketersediaan sistem informasi ditinjau dari 3 indikator 
yaitu sistem informasi manajemen, perangkat lunak SAP, dan pelatihan dan 
pendampingan. Hasil tertinggi dari jawaban kuesioner ini adalah perangkat lunak, 
diikuti dengan pelatihan dan pendampingan. Sedangkan sistem informasi 
manajemen adalah yang paling rendah. sistem Informasi manajemen merupakan 
indikator paling rendah bila dibandingkan dengan 2 indikator lainnya.  
 Seperti diketahui pelatihan/pendampingan sistem, diartikan sebagai 
sebuah proses, cara atau perbuatan melatih seseorang di dalam melaksanakan 
sesuatu. Dalam penelitian ini, pelatihan/pendampingan yang dimaksudkan 
adalah pelatihan/pendampingan kepada pegawai SKPD di dalam 





basic. Dengan diadakannya pelatihan/pendampingan ini, memasuki tahun 2015, 
diharapkan pegawai tidak lagi terhambat dalam mengoperasikan sistem tersebut. 
 Untuk Perangkat Lunak SAP, perangkat lunak didefinisikan sebagai 
sistem yang bisa digunakan di dalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan 
efesien. Perangkat lunak SAP yang tersedia hendaknya bersifat implementatif 
tanpa ada frekuensi perubahan yang berulang kali. Dari perangkat lunak yang 
telah tersedia sejak tahun 2012 di lingkungan SKPD Kabupaten Sidenrang 
Rappang yang dikenal dengan nama SIMDA ini sangat memberikan kontribusi 
positif terhadap kinerja pegawai. Hanya saja, perangkat lunak sehingga hari ini 
belum ter upgrade full akrual sehingga ke depannya pegawai perlu beradaptasi 
kembali dengan perangkat lunak yang baru.  
 Sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang merupakan 
bagian dari pengendalian internal suatu instansi pemerintahan maupun swasta 
dimana meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur yang 
biasa digunakan untuk pemecahan masalah suatu instansi. Untuk mampu 
menerapkan SAP dengan sistem informasi yang handal, sistem manajemen 
informasi juga sangat dibutuhkan dimana ini digunakan di dalam pengendalian 
internal sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen ini perlu dilaksanakan 
secara cermat, tepat dan akurat di dalam lingkungan pemerintah agar mampu 
mencapai tujuan organisasi sebagaimana mestinya.  









Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah 
dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 
71 Tahun 2010) dalam hal ini pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang 
diindikasikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan 
Teknologi Informasi dikategorikan siap. 
2. Dari 6 indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya 
manusia di dalam menerapkan  full akrual, indikator loyalitas memperoleh 
hasil yang terendah sedangkan dari segi ketersediaan sistem informasi 
memiliki 3 indikator sistem informasi manajemen memperoleh hasil 
terendah. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
 Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat keterbatasan- 
keterbatasan yang memungkinkan sehingga memberikan gangguan pada  hasil 
penelitian. Pengetahuan teknis yang terbatas dari peneliti mengenai metode 
penelitian serta pengetahuan mengenai teori-teori sosial yang masih kurang 
pada peneliti. 
Keterbatasan lainnya adalah jumlah responden yang kurang banyak. 




mengurangi derajat keterwakilan bagi SKPD yang lain yang tidak menjadi 
responden. 
 
5.3 Saran Penelitian 
Pada penelitian ini masih dibutuhkan beberapa perbaikan untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran dari peneliti yaitu 
berkaitan penambahan beberapa variabel yang digunakan dalam menganalisis 
kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya 
menyiapkan tambahan referensi mengenai metode ataupun teori-teori yang 
digunakan dalam menganalisis realitas. 
Khusus untuk pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu adanya 
perbaikan pada indikator-indikator yang mendapat hasil paling rendah seperti 
loyalitas pegawai dan penerapan sistem informasi manajemen di dalam ruang 
lingkup pemerintahan agar mampu menerapkan SAP berbasis akrual pada 
Tahun 2015.  
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Petunjuk Pengisian 
Berikut ini Anda akan diberikan sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan 
kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi terhdapa pelaksanaan 
SAP. Anda diharapkan untuk membaca setiap pernyataan dengan teliti. Pada 
setiap pernyataan, Anda diminta untuk memberi tanda  Check List (√) pada 
jawaban yang sesuai.  
Keterangan : 
a) STS  : Jika sangat tidak setuju dengan pernyataan 
b) TS : Jika tidak setuju dengan pernyataan 
c) N : Jika netral dengan pernyataan 
d) S : Jika setuju dengan pernyataan 
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I. Kesiapan SDM terhadap Pelaksanaan SAP 
No Kesiapan Sumber Daya Manusia 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S  SS 
1 Pemerintah harus memiliki integritas dalam pelaksanaan 
SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas 
pemerintahan daerah. 
    
 
2 Pemerintah memiliki rasa kepuasan dalam bidang 
tugas dengan  pelaksanaan SAP mendukung  optimasi  
kinerja pemerintahan khususnya bidang keuangan. 
     
3 Anda membutuhkan perhatian dan penghargaan  
(reward and punishment) untuk menyelesaikan segala 
aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja 
optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP. 
     
4 Pemerintah membutuhkan dukungan lingkungan kerja 
yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktivitas 
khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal 
di bidang keuangan dengan menggunakan SAP. 
     
5 Pemerintah memiliki alasan serta harapan terhadap 
optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan 
pelaksanaan SAP di bidang keuangan. 
     
6 Pemerintah memiliki/membutuhkan adanya dorongan 
dan kesempatan untuk berprestasi dari atasan untuk 
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dengan 
menggunakan SAP di bidang keuangan 
     
7 Pemerintah membutuhkan ruangan kerja, dan lingkungan 
nyaman baik khususnya untuk mampu meningkatkan 
optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan 
pelaksanaan SAP di bidang keuangan 
     
8 Pemerintah memiliki /kemauan untuk bekerja keras, 
disiplin dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SAP 
sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas 
pemerintahan daerah 
     
9 Anda membutuhkan promosi atasan atas prestasi kerja 
yang diraih atas pelaksanaan  SAP sebagai sarana 
mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah 
     
10 Anda memiliki loyalitas atas pelaksanaan SAP sebagai 
sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan 
daerah 
     
11 Anda memiliki kemampuan yang sesuai untuk 
melaksanakan SAP sebagai sarana mendukung optimasi 
bidang tugas pemerintahan daerah 
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II. Ketersediaan Sistem Informasi terhadap Pelaksanaan SAP 
No Kesiapan Sistem Informasi 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S  SS 
1 Pemerintah   daerah  memunyai   Platform   pelaksanaan 
kegiatan yang dituangkan dalam Rencana jangka 
Menengah  maupun  jangka pendek  dengan  transparasi, 
akuntabilitas,  dalam   bidang   keuangan, membutuhkan 
dukungan SAP. 
    
 
2 Pemerintah didukung oleh sistem mekanisme 
penyelenggaraan  SAP  clear  dan  clean  dalam 
meningkatkan  pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam 
bidang keuangan 
    
3 Pemerintah didukung oleh sistem Manajemen Informasi 
yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di 
tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten 
     
4 Pemerintah didukung oleh system dalam perangkat lunak    
SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya 
frekuensi perubahan yang berulang kali 
     
5 Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas   
pemangku   pelaksana sistem perangkat lunak SAP 
     
6 Pemerintah       memeroleh       pendampingan       dalam 
operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP 










































1,00 15 44,1 44,1 44,1 
2,00 19 55,9 55,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
Usia 






1,00 6 17,6 17,6 17,6 
2,00 20 58,8 58,8 76,5 
3,00 8 23,5 23,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
Lama_Bekerja 






1,00 4 11,8 11,8 11,8 
2,00 16 47,1 47,1 58,8 
3,00 14 41,2 41,2 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
Jenjang_pendidikan 






1,00 1 2,9 2,9 2,9 
2,00 2 5,9 5,9 8,8 
3,00 23 67,6 67,6 76,5 
4,00 8 23,5 23,5 100,0 



















3,00 1 2,9 2,9 2,9 
4,00 15 44,1 44,1 47,1 
5,00 18 52,9 52,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00002 






3,00 1 2,9 2,9 2,9 
4,00 21 61,8 61,8 64,7 
5,00 12 35,3 35,3 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00003 






3,00 5 14,7 14,7 14,7 
4,00 11 32,4 32,4 47,1 
5,00 18 52,9 52,9 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00004 






3,00 2 5,9 5,9 5,9 
4,00 24 70,6 70,6 76,5 
5,00 8 23,5 23,5 100,0 
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VAR00005 






3,00 6 17,6 17,6 17,6 
4,00 21 61,8 61,8 79,4 
5,00 7 20,6 20,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00006 






4,00 27 79,4 79,4 79,4 
5,00 7 20,6 20,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00007 






4,00 19 55,9 55,9 55,9 
5,00 15 44,1 44,1 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00008 






3,00 3 8,8 8,8 8,8 
4,00 22 64,7 64,7 73,5 
5,00 9 26,5 26,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00009 






3,00 4 11,8 11,8 11,8 
4,00 19 55,9 55,9 67,6 
5,00 11 32,4 32,4 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
 










3,00 4 11,8 11,8 11,8 
4,00 20 58,8 58,8 70,6 
5,00 10 29,4 29,4 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00011 






3,00 5 14,7 14,7 14,7 
4,00 22 64,7 64,7 79,4 
5,00 7 20,6 20,6 100,0 










3,00 4 11,8 11,8 11,8 
4,00 24 70,6 70,6 82,4 
5,00 6 17,6 17,6 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00002 






3,00 1 2,9 2,9 2,9 
4,00 27 79,4 79,4 82,4 
5,00 6 17,6 17,6 100,0 
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VAR00003 






3,00 5 14,7 14,7 14,7 
4,00 19 55,9 55,9 70,6 
5,00 10 29,4 29,4 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00004 






3,00 7 20,6 20,6 20,6 
4,00 22 64,7 64,7 85,3 
5,00 5 14,7 14,7 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00005 






3,00 2 5,9 5,9 5,9 
4,00 24 70,6 70,6 76,5 
5,00 8 23,5 23,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 
VAR00006 






3,00 3 8,8 8,8 8,8 
4,00 22 64,7 64,7 73,5 
5,00 9 26,5 26,5 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
 




Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,827 ,825 11 
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Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,760 ,765 6 
 
Validitas Variabel X1 
Item-Total Statistics 













Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 42,1765 12,392 ,580 ,712 ,805 
VAR00002 42,3529 12,538 ,578 ,625 ,806 
VAR00003 42,2941 11,850 ,514 ,634 ,812 
VAR00004 42,5000 12,864 ,503 ,621 ,812 
VAR00005 42,6471 12,357 ,514 ,607 ,811 
VAR00006 42,4706 13,893 ,311 ,480 ,826 
VAR00007 42,2353 13,519 ,335 ,458 ,825 
VAR00008 42,5000 12,379 ,568 ,708 ,806 
VAR00009 42,4706 12,014 ,582 ,695 ,804 
VAR00010 42,5000 11,773 ,663 ,806 ,796 
VAR00011 42,6176 13,274 ,316 ,244 ,829 
 
Validitas Variabel X2 
Item-Total Statistics 













Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 20,5882 4,007 ,382 ,282 ,756 
VAR00002 20,5000 4,015 ,538 ,454 ,723 
VAR00003 20,5000 3,530 ,478 ,447 ,736 
VAR00004 20,7059 3,184 ,748 ,624 ,652 
VAR00005 20,4706 3,893 ,477 ,372 ,732 
VAR00006 20,4706 3,832 ,435 ,450 ,744 
 
 
        
























1 ,217 ,312 ,472
**
 ,069 ,255 ,579
**
 
Sig. (2-tailed)  ,218 ,072 ,005 ,699 ,146 ,000 














Sig. (2-tailed) ,218  ,172 ,026 ,014 ,000 ,000 












Sig. (2-tailed) ,072 ,172  ,000 ,034 ,615 ,000 


















Sig. (2-tailed) ,005 ,026 ,000  ,002 ,026 ,000 











 1 ,297 ,645
**
 
Sig. (2-tailed) ,699 ,014 ,034 ,002  ,088 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 
 
 
        













 ,297 1 ,629
**
 
Sig. (2-tailed) ,146 ,000 ,615 ,026 ,088  ,000 


















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











































Sig. (2-tailed)  ,001 ,059 ,561 ,085 ,266 ,030 ,001 ,028 ,000 ,615 ,000 












 ,277 ,128 ,666
**
 
Sig. (2-tailed) ,001  ,095 ,203 ,055 ,172 ,040 ,019 ,000 ,113 ,472 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
 
 
        








,327 ,291 1 ,371
*









Sig. (2-tailed) ,059 ,095  ,031 ,552 ,456 ,012 ,494 ,001 ,002 ,097 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,561 ,203 ,031  ,008 ,022 ,377 ,020 ,152 ,001 ,367 ,000 




,300 ,332 ,106 ,448
**









Sig. (2-tailed) ,085 ,055 ,552 ,008  ,599 ,763 ,000 ,036 ,001 ,067 ,000 




,196 ,240 ,132 ,392
*
 ,094 1 -,013 ,483
**
 ,180 ,090 ,195 ,405
*
 
Sig. (2-tailed) ,266 ,172 ,456 ,022 ,599  ,942 ,004 ,310 ,612 ,268 ,017 















Sig. (2-tailed) ,030 ,040 ,012 ,377 ,763 ,942  ,704 ,118 ,014 ,947 ,008 



















Sig. (2-tailed) ,001 ,019 ,494 ,020 ,000 ,004 ,704  ,075 ,003 ,186 ,000 
 
 
        

















 ,180 ,273 ,309 1 ,209 ,283 ,686
**
 
Sig. (2-tailed) ,028 ,000 ,001 ,152 ,036 ,310 ,118 ,075  ,236 ,105 ,000 
















 ,209 1 ,213 ,749
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,113 ,002 ,001 ,001 ,612 ,014 ,003 ,236  ,225 ,000 




,090 ,128 ,289 ,160 ,317 ,195 ,012 ,232 ,283 ,213 1 ,452
**
 
Sig. (2-tailed) ,615 ,472 ,097 ,367 ,067 ,268 ,947 ,186 ,105 ,225  ,007 



























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 ,008 ,000 ,000 ,000 ,007  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
